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ABSTRAK

Rizky Septrian Dika, Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pajak
Daerah Sumatera Selatan ( Dibawah Bimbingan lbu Dr. Msy. Mikial,
SE.,M.Si,Ak.CA.CSRS dan Ibu Martha Rianty N, SE.,M.Si )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dari Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP)
Terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data penelitian ini dengan
menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 yang terdiri dari
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2021. Penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yang semua populasi dijadikan

sampel yang berjumlah 35.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama terdapat signifikan
variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai signifikan 0,000. Hipotesis kedua terdapat signifikan
variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dengan nilai signifikan 0,000. Hipotesis ketiga terdapat signifikan variabel Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan
nilai signifikan 0,027. Hipotesis keempat tidak terdapat signifikan variabel Pajak Air
Permukaan (PAP) Terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai signifikan
0,367.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Daerah
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ABSTRACT

Rizky Septrian Dika, Effects of Motorized Vehicle Tax (PKB), Motorized Vehicle
Transfer Fee (BBN-KB) and Surface Water Tax (PAP) on Regional Taxes of South
Sumatra ( Under the Guidance of Mrs. Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si , Ak. CA. CSRS and
Ms. Martha Rianty N, SE., M.Si )

This study aims to determine partially the Motor Vehicle Tax (PKB), Motorized Vehicle
Ownership Transfer Fee (BBN-KB), and Surface Water Tax (PAP) on the Regional Tax of
South Sumatra Province. This research data collection using secondary data. The population
in this study totaled 35 consisting of all Regencies/Cities in South Sumatra Province for the
2019-2021 period. Determination of the sample in this study using the saturated sample

method in which all populations were used as samples totaling 35.

Based on the results of this study indicate that the first hypothesis is that there is a
significant variable Motor Vehicle Tax (PKB), Motorized Vehicle Transfer Fee (BBN-KB),
and Surface Water Tax (PAP) simultaneously influence the Regional Tax of South Sumatra
Province with a significant value of 0.000. The second hypothesis is that there is a significant
variable of Motor Vehicle Tax (PKB) on Regional Tax of South Sumatra Province with a
significant value of 0.000. The third hypothesis is that there is a significant variable of Motor
Vehicle Title Transfer Fee (BBN-KB) to the Regional Tax of South Sumatra Province with a
significant value of 0.027. The fourth hypothesis is that there is no significant variable
Surface Water Tax (PAP) on Regional Tax of South Sumatra Province with a significant
value of 0.367.

Keywords : Motor Vehicle Tax, Transfer Fee of Vehicle Motorized, Surface Water Tax,

Local Tax
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang resmi diperlakukan per 1 Januari 2001
mengharuskan masing—masing Daerah mengelola dan mengatur daerahnya
sendiri, Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 28 Tahun 2009).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi terdiri atas kabupaten dan kota.
Untuk menyelenggakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan
pungutan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah
diharapkan menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada
rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan
Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang (UU No. 28 Tahun 2009).



Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah
daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang
selanjutnya disebut PAD vyaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu

dilakukan perluasan objek pajak daerah (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota, namun dalam penelitian ini yang diambil peneliti tentang
Pajak Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan
besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesusai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 1,5 % (satu koma lima persen)
untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; 1,0 % (satu koma nol
persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima
persen) untuk kendaraan ambulans, pemadan kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah; 0,2 % (nol koma dua

persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.



Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 — 2021

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SUMSEL (dalam

URAIAN ribuan)
2019 2020 2021
Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) 979,347,884,263 1,069,603,760,039 1,050,846,360,960
- PKB R2 dan R4 974,117,378,669 1,065,170,267,838 1,050,721,445,298
- PKB Alat Berat 4,986,889.104 4,266,561,089 86,281,862

Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) 932,817,466,919 664,603,645,625 957,251,353,845
- BBN-KB R2 dan R4 929,917,321,275 664,004,561,175 957,172,704,350
- BBN-KB Alat Berat 2,870,674,594 597,423,200 47,149,495
Pajak Air Permukaan

(PAP) 12,323,588,808.30 12,592,512,246.80 12,628,973,571.20

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup
tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan
memiliki kendaraan bermotor maka itu akan berdampak pula pada penerimaan
Pendapatan Asli Daerah. Besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga
bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya
disingkat BBN-KB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam
badan usaha. Objek BBN- KB adalah penyerah kepemilikan kendaraan
bermotor, pengertian kendaraan bemotor sebagaimana yang dimaksud adalah

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasionalkan di




air dengan ukuran isi kotor GT5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7
(tujuh Gross Tonnage) dengan penetapan tarif BBN-KB sebesar 10 %
(sepuluh persen) bagi penyerahan pertama dan 1% (satu persen) bagi
penyerahan kedua dan seterusnya. Khusus untuk kendaraan bermotor alat—alat
berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak
ditetapkan masing- masing sebagai berikut : Petama, Penyerahan pertama
sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen); Kedua, Penyerahan kedua
dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen),
(Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011).

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung
didalamnya. Sumber daya air dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Air Permukaan
dan Air Bawah Tanah, dan setiap pemanfaatan air tersebut akan dikenakan
pajak dengan perhitungan tarif sesuai Nilai Perolehan Air (NPA), besarnya
nilai perolehan air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan
Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan
minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Air Bawah Tanah
yang selanjutnya disingkat ABT adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air yang tersapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pajak Air Permukaan (PAP)
ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,

penetapan PAP dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah



masa pajak berakhir.Objek PAP adalam pengambil dan/atau pemanfaatan air
permukaan (PP Rl No. 121 Tahun 2015). Beberapa penelitian tentang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah banyak dilakukan oleh beberapa
penelitian terdahulu seperti hasil dari penelitian Margaretha Anggraini, dkk
(2015) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor
berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut penelitian Intan
Gloria Kartika Waani (2016) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi
Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera
Utara menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sangat
kurang.

Berdasarkan uraian di atas mengingat pentingnya dari ketiga sektor
permasalah dan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air
Permukaan (PAP) Terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh

terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan?



2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh
terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

4. Apakah Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh terhadap Pajak Daerah

Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan

(PAP) terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap
Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti
empiris dan literature mengenai Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan

terhadap Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



2.

Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memerikan peningkatan pendapatan dari
sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama KendaraanBermotor,
dan Pajak Air Permukaan meningkat dengan melihat apakah ada
pengaruh dari tingkatkan sektor pajak tersebut di atas terhadap Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang ingin
melakukan penelitian sejenis maupun, ingin mengetahui, menambah
faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperdalam pengaruh tingkat
Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pajak Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.
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